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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl KATINGAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 3i 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Per ubahan Anggaran Pen<lapat.an dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
mempero1eh persetuj uan bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Ke1ja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam 
perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran 
sementara Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
pada tanggal 26 hulan Agustus t ahun 2022; 

' c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapata.n clan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang 1:-'isau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indones!a 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahuu 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Notr.or 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun ?.020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor l 09 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenta.ng 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Norn.or 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaa11 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); 

l 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagailnana telah diubah oeberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan I edua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Fartai Politik 
(Lem baran Negara Republik ·Indonesia Tahun 20J 8 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 J Tahun 20 iO tentar,g Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu'olik Indonesia 
Tabun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik 
fndonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenr.ang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemcri.ntah 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia TaJ1un 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ; 

15. Peraturan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor J 2 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 ten tang 
Tata Cara Eval uasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tal1un 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelornpokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminietrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik {Beritz Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubhk 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2021 Numor 75). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KATINGAN 
dan 

BUPATJ KATINGAN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAE~q TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran1 pelaksanaan, penatausahaan 1 pelaporan, 
pertan.ggungjawaban, dan pengawasatt daerah. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daera.h yang ditetapkan denga:c Peraturan 
Daerah; 

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui scbagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran herkenaan; 

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengurangan . anggaran selama 1 (satu) periode 
anggaran. 

Pasal2 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula 
sebesar Rpl.378.001.140.576 be1 Lambah sebesar Rp49.361 .603.187 sehingga 
menjadi Rpl.427.362.743.763 dengan rincian sebagai berikut: 
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l. Pendapatan Daerah 
a. Semula : Rpl.207.926.074.584 
b. Bertambah / (Berkurang) : RpS0.453.585. j 36 
Jurnlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl .258.379.659.720 

2. Belanja Daerah 
a. Semula : Rpl.378.001.140.576 
b. Bertambah / (Berkurang) : Rp49.36 l.603.187 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. l.427.362.743.763 

3. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
a. Semula : Rp184.954.065.992 
b. Bertambah / (Berkurang) : ~p t l.091.981.949) 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rpl83.862.084.043 

4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
a . Semula : Rp14.879.000.000 
b. Bertarnbah/berkurang : Rp--
Jumiah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rpl4.879 .000.000 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana di1naksud dalam Pasal 2 angka 1., 
bersumber dari : 
1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Semula : Rpl 12.200.485.800 
b. Bertambah/(berkurang) : Rp -
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl 12.200.485.800 

2. Pendapatan transfer 
a. Semula : Rpl.095.725.588.784 
b. Bertambah/(Berkurang) : RpS0.453.585.136 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rpl 146.179.173.920 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka l , 
bersumber dari : 
a . Pajak Daerah; 

1) Semula : Rp48.362.909.702 . 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp(182 .510.760) 
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp48.180.398.942 

b. Retribusi dacrah; 
1) Semula : Rp6. 757 .088.218 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp546.510.760 
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp7.303.598.978 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
1) Semula : Rp20.370.2l5.980 
2) Bertarnbah/(berkurang) : Rp-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisabkan setelah 
perubahan Rp20.370.215.980 

d. Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah; 
a. Semula : Rp36.710.271.900 
b. Bertambah/(berkurang) : Rp(364.000.000) 
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan 
Rp36.346.27 l.900 

(2j Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber 
dari: 
a. Transfer pemerintah pusat 

1) Semula Rpl .066.961.084.000 
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2) Bertambah/(berkurang) Rp34.917.179.000 
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rpl.101.878.263.000 

b. Transfer antar daerah 
1) Semula : Rp28.764.504.784 
2) Bertarnbah/(berkurang) : Rp 15.536.406.136 
Jumlah Tansfer antar daerah setelah perubahanRp44.300.910.920 

Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud daJa1n pasal 2 angka 2. terciiri atas 

a. Belanja Operasional 
1) Semula : Rp857.812.130.404 
2) Berta:mbah / (berkurang) : Rp42.67 l.834.850 

Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan Rp900.483.965.254 
b. Belanja modal 

l) Semula : Rp290.790. l 95.342 
2) Bertambah / (berkurang) : Rp21.716.756.067 
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp312.506.951.409 

c. Belanja tidak terduga 
1) Semula : Rp23.966.987 .730 
2) Bertarnbah / (berkurang) : Rp(lS.266.987.730) 
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rµ. 8.700.000.00 

3) Belanja transfer 
1) Semula : Rp205.431.827.100 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp240.000.000 
Jumlah belanja transfer eetelah perubahan Rp205.671.827 .10U 

Pasal 6 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas : 
a. Belanja pegawai 

1) Semula : Rp460.207 .270.492 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp(l2.355.672.133) 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp447.851.598.359 

L. Belanja barang dan jasa 
1) Semula : Rp337.326.245.872 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp45.823.491.000 
Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp383. l 49 .736.872 

c. Belanja subsidi 
1) Semula : Rpl.397.250 .000 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp2.731.154.665 
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp4.128.404.665 

d. Belanja hibah 
1) Semula : RpSS.975.889.956 
2) Bcrtambah/(bcrkurang) : RpS.128.081.860 
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp61.103.971.816 

e. Belanja bantuan sosial 
1) Semula : Rp2.905.474.084 
2) Bertambah/(berkurang) : Rpl.344.779.458 

Jumlah belanja bantua..11 scsial setelah perubahan Rp4.250.253.542 
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas: 

Belanja modal tanah 
a. Belanja modal tanah 

1) Semula : Rpl.000.000.000 
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2) Bertambah/(berkurang) Rpl.000.000.000 
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp2.000.000.000 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 
1) Semula : RpS0.946.397.510 
2) Bertambah / (berkurang) : Rp14.378.737.411 
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp65.325.134.921 

c. Belanja modal gedung dan bangunan 
1) Semula : Rp107.419.09l.089 
2) Berta.mbah/(berkurang) : Rpl.647.451.696 

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan 
Rp109.066.542.785 

d. Belanja modal jalan, jaringan, clan irigasi 
1) Semula : Rpl30.71 l.435.743 
2) Bert.ambah/(berkurang) : Rp4.795.108.260 
Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi Rp 135.506.544.003 

e. Belanja modal aset tetap lainnya 
1) Semula : Rp563.271.000 
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp45.458. 700 
Jumlah modal Aset Tetap Lainnya Rp608.729.700 

f. Belanja modal aset lainnya 
3) Semula : Rp150.000.000 
4) BertambaJ;,/(berkurang) : Rp-
Jumlah modal Aset Tetap Lainnya Rp(lS0.000.000) 

(3) Belanja tidal< terduga sebagaimana dimasud dalam pasal 5 huruf c , terdiri atas 
belanja tidak terduga, yaitu : 
1) Semula . Rp23.966.987.7J0 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp(lS.266.987.730) 
Jumlah belanja tidal< terduga setelah perubahan Rp8.700.000.000 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil 

1) Semula : Rp2.500.000.000 
2) Bertrunbah/ (berkurang) : Rp-
Jumlah be1anja bagi hasil setelah perubahan Rp2.500.000.000 

b. Belanja bantuan keuangan 
l) Semula : Rp202 .931.827.100 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp240 .000.000 
J umlah belanja bantuan keuangan Rp203. l 7 l.827. J 00 

(5) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri 
atas: 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula : Rp 184.954.065.992 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp(l.091.981.949) 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp183.862.084.043 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula : Rpl4.879.000.000 
2) Bertambah/ (berkurang) : Xp-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rpl4.879.000.000 

Pasal 7 

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat me1akukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan pengeluaran melebjhi pagu yang diteta.pkan dalam 
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam peraturan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadiru1 luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 
c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mcngganggu k~giatan pelayan 

publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarkaat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­
undangan; 

d . Pengeluaran daerah lainnya yang apabila djtunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat. 

Pasal 8 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah :ini, yang terd:iri dari : 

1 . Lampiran l 

2. Lampiran II 

3. Lampiran Ill 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VT 
7. Lampiran VII 

8. Lampiran VTll 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 
11. Lampiran XI 
12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 

14. Lampiran XIV 
15. Lampiran XV 
16. Lampiran XVT 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan 
Pemeri11tahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian APBD menurut Urusan. Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok 
Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasH dan 
sub kegiatan Beserta Keluaran; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpad uan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungs1 
dalam rangka pengelolaan keuangan negara 
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
APBD; 
Sikronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada 
RKPD dan PPAS dengan Rancanga.1 APBD 
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
Prioritas Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 
Lainnya; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah dFm Aset Lain-Lain; 
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years); 
Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 
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Pasal 9 

Bupati Katingan menetapkan peraturan Bupati Kati.'lgan tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. 

Diundangkan di Kasongan 
~ ~ k.'tanggal s- Of.\-OIP(r ~;}~ 

S DAERAH 
Ul.I_M"'"'"'-"'N KATlNGAN, 

Ditetapkan di Kasongan 



- 10 -

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

I. UMUM 

TT 
ii. 

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasaal 311 ayat (li Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 t:entang Pemerintaha.n Daerah, Kepala Da.erah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang djreutukan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujua n 
bersama. 

Telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 
188.44/343/2022 tanggal 30 September 202?. perihal Hasil Evalua~i Rancangan 
?eraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran 
Pendapata_r1 Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 
Dan Rancangan Peratu1an Bupati Katingan Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Dengan menetapkan secara rinci jenis belanja operasi, belanja modal, 
belanja tidak terduga dan belanja transfer, untuk selanjutnya dimasukan 
kedalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022. 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
Pasal 4 

Cukup Jelas 
Pasal 5 

Cukup Jelas 
Pasal 6 

Cuk7lp Jelas 
Pasal 7 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas 
PasaJ 9 

Cukup Jelas 
Pasal 10 

Cukup Jclas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 81 


